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Presiden

dari halaman1

Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Di salah
satu halaman pemeriksaan
keuangan tersebut tertulis
bahwa Presiden terancam
disomasi terkait alokasi ang-
garan pendidikan tahun 2009
yang kurang dari 20 persen.
Di halaman lain, 15 anggota
DPR RI diduga terlibat men-
gucurkan duit Negara tanpa
melalui proses yang benar.

Dalam halaman 42 do-
kumen audit yang didapat
Rakyat Merdeka Online, ter-
tulis bahwa ancaman somasi
terhadap Presiden berawal
dari pertemuan MRM dengan
MAT tentang rencana proyek
Sentul.

MRM adalah Mindo Rosa-
lina Manulang, selaku anak
buah M Nazaruddin di Per-
mai Group. Sementara, MAT
adalah M Arief Taufiqurrah-
man, Marketing DK-1 PT AK,

alias orang dalam PT Adhi’

Karya. Pertemuan yang terjadi
sekitar 2009 itu terwujud me-
lalui perantara berinisial LHD.
“Pada saat itu, MAT mewakili
Kepala DK I (TBMN) meng-
hadiri undangan kepada divisi
BUMN di sebuah kantor yang
terletak di jalan Casablanca,
di belakang Hotel Haris, Ja-
karta Selatan. Pada pertemuan
tersebut, PT PP yang dihakili
LHd dan PT DGI yang diwakili
MRM menyatakan berminat
mendapat proyek Hambalang,”
demikian bunyi petikan itu.
Nah, dalam pertemuan itu
. sebenarnya membahas terkait
kekurangan alokasi angga-
ran pendidikan tahun 2009
yang kurang dari 20 %. “Hal
ini akan membahayakan po-
sisi Presiden yang kemungki-
nan disomasi,” bunyi petikan
kesimpulan hal 42 tersebut.
Meski demikian, tak dijelaskan
maksud dari kata ‘Presiden’.
Untuk memenuhi 20% ang-
garan pendidikan tersebut,
maka diambil dari dana yang
bersumber dari rekening ‘BA
99'. Dana tersebut kemudian

dialihkan jadi belanja modal
di bidang pendidikan. Dari
situlah Rosa akan berperan
dalam proyek-proyek (terma-
suk di dalamnya proyek Sen-
tul) kepada beberapa BUMN
Karya yang kemudian akan
bekerja sama dengan PT Anak
Negeri dan atau PT Anugerah.
“Pada waktu itu proyek sentul
tersebut hendak diberikan ke-
pada PT PP seperti keinginan
LHD. Selain itu, MRM juga
menunjukan daftar pekerjaan
yang rencananya akan diberi-
kan ke BUMN-BUMN Karya
tertentu.”

Lima belas wakil rakyat
pun diduga ikut bertang-
gung jawab dalam proses
pengucuran dana proyek yang
sudah memakan korban be-
berapa tersangka korupsi itu.
Hasil audit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) tahap dua
setebal 77 halaman menye-
butkan bahwa belasan ang-
gota DPR tersebut meloloskan
dana ratusan miliar rupiah,
tanpa proses yang semestinya.
Disebutkan pula dalam do-
kumen hasil audit yang di-
tandatangani penanggung
jawab ] Widodo H Mumpuni
tersebut, sembilan orang ang-
gota Badan Anggaran di an-
taranya telah memberikan
persetujuan alokasi anggaran
berdasarkan program dan
kegiatan APBN-P Kemen-
pora Tahun Anggaran 2010.
Anggaran itu diloloskan, mes-
ki anggaran optimalisasi Rp
600 miliar belum dibahas dan

_ditetapkan dalam Raker Komi-

si X DPR bersama Kement-
erian Pemuda dan Olahraga.
“Hal itu melanggar ketentuan
yang diatur dalam UU No
27/2009 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD pasal 96," tulis
hasil audit BPK pada halaman 7.
Masih berdasarkan dokumen
hasil audit BPK, disebutkan,
selama tahun 2010 dan 2011,
anggaran ratusan miliar ru-
piah milik negara mengucur
tanpa adanya pengawasan.

Terkait hal ini, Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) akan
mendalami nama anggota De-
wan Perwakilan Rakyat yang
diduga memuluskan anggaran
proyek pembangunan Pusat
Pendidikan Pelatihan dan
Sekolah Olahraga Nasional,
Hambalang.
~ Ketua KPK, Abraham Sa-
mad, menegaskan, apapun
dari hasil audit dalam kasus
hambalang akan didalami dan
ditindaklanjuti." *Jadi tidak
usah khawatir,” tegasnya, Ju-
mat (23/8), di Kantor KPK.

Dijelaskan Samad, jika me-
mang dalam laporan BPK itu
ada hal yang cukup memberi
ruang bagi KPK untuk men-
dalami, maka pihaknya tetap
akan memeroses. “Akan kita
dalami,” ujar bekas pengacara
itu.

Ketua BPK, Hadi Pumomo
enggan menanggapi perma-
salahan ini karena hasil audit
itu bersifat rahasia. “Jadi kami
tidak berhak mengungkapkan
maka laporannya kami se-
rahkan ke KPK dan DPR tapi
statusnya rahasia,” kata Hadi,
di kesempatan yang sama.

< Inilah Rincian Dugaan

Penyimpangan 15 Dewan
Itu

Namun, dalam dokumen in-
vestigatif, BPK merinci peran
15 legislator itu dalam per-
encanaan dan pembahasan
anggaran. Dalam dokumen
itu, tertulis peran MNS, RCA,
HA, dan AHN, selaku pimpinan
Komisi X DPR.

Mereka menandatangani
persetujuan alokasi anggaran
menurut fungsi, program, dan
kegiatan pada APBN Peruba-
han Kemenpora tahun ang-
garan 2010. Meskipun, tam-
bahan anggaran optimalisasi
sebesar Rp 600 miliar belum
dibahas dan ditetapkan dalam
Rapat Kerja antara Komisi X
dan Kemenpora. Rp 150 miliar
selanjutnya dialokasikan un-
tuk P3SON Hambalang.

Tak hanya itu, BPK juga

menyebut APPS, WK, KM,
JA, dan MI, selaku Kelompok
Kerja Anggaran Komisi X DPR,
menandatangani persetujuan
alokasi anggaran menurut
program dan kegiatan pada
APBN Perubahan Kemenpora
tahun anggaran 2010.

Pada tahun anggaran beri-
kutnya, MNS dan RCA, se-
laku pimpinan Komisi X DPR
menandatangani persetujuan
alokasi anggaran menurut
program dan kegiatan pada
APBN Kemenpora tahun ang-

«.garan 201 1. Sekali lagi, meski-

pun tambahan anggaran opti-
malisasi sebesar Rp 920 miliar
belum dibahas dan ditetapkan
dalam Rapat Kerja antara
Komisi X dan Kemenpora. Di-
antara anggaran itu, Rp 500
miliar dialokasikan untuk
P3SON Hambalang.

Kemudian, APPS, WK, KM,
JA, UA, AZ, EHP, MY, MHD,
dan HLS selaku Pokja Ang-
garan dari Komisi X DPR
menandatangani persetujuan
alokasi anggaran menurut
program dan kegiatan pada
APBN Kemenpora tahun ang-
garan 2011.

Lantas, siapa saja wakil

‘rakyat yang terhormat itu?

Dalam audit BPK, memang
hanya tertulis inisial nama saja.
Namun, dari penelusuran
wartawan unit DPR, 15 orang—
yang diduga melakukan peny-
impangan dana Hambalang
selama dua periode— itu
adalah MNS (Mahyuddin NS),
RCA (Rully Chairul Azwar), HA
(Herry Ahmadi), AHN (Abdul
Hakam Naja), APPS (Angelina
Patricia Pingkan Sondakh),
WK (Wayan Koster), KM (Ka-
har Muzakir), MI (Mardiana
Idraswari), JA (Juhaidi Alie),

A (Utut Adianto), MI EHP
(Eko Hendro Purnomo), MY
(Mahmud Yunus), MHD (Mubh.
Hanif Dakhiri), HLS (Herry
Lontung Siregar).

Re-editing : Mohamad
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